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Pertumbuhan UMKM Pangkalpinang pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu sebesar 42,22%. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM, rasio kewirausahaan Bangka Belitung sebesar 1,91%.  Angka ini  sangat  kecil  dari  yang diharapkan  dalam  sebuah pembangunan ekonomi rakyat. Beberapa identifikasi masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain; (1) Kekurangan SDM dan aparat pembina yang membidangi UMKM dan Koperasi; (2) Rendahnya perspektif pimpinan instansi pemerintah dan dunia usaha mengenai pemberdayaan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran UMKM sebagai penopang perekonomian berbasis kerakyatan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 pelaku UMKM di Pangkalpinang. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara yang diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran pelaku UMKM sebagai motor ekonomi rakyat di kota Pangkalpinang sangat besar. Peran UMKM di kota Pangkalpinang diantaranya yaitu: (1) Pemain penting dalam pengembangangan ekonomi lokal; (2) Penyerap tenaga kerja; (3) Sarana pengentas kemiskinan; serta (4) UMKM sebagai pemerataan perekonomian rakyat kecil.




The growth of Pangkal Pinang UMKM in 2018 decreased significantly compared to 2017, which was 42.22%. According to data from the Department of Cooperatives and SMEs, the entrepreneurial ratio of Bangka Belitung is 1.91%. This figure is very small than expected in a people's economic development. Some identification of problems encountered in empowering MSMEs and cooperatives in the Bangka Belitung Islands Province include; (1) Lack of human resources and the guiding apparatus in charge of UMKM and Cooperatives; (2) The low perspective of the leadership of government agencies and the business world regarding the empowerment of MSMEs. The purpose of this research is to find out the extent of the role of MSMEs as the backbone of a people's economy. The number of respondents in this study were 30 SMEs in Pangkalpinang. Data collection methods through questionnaires and interviews that are processed using qualitative analysis methods. The results showed that in general the role of SMEs as the people's economic motor in the city of Pangkalpinang was very large. The role of MSMEs in the city of Pangkalpinang include: (1) An important player in the development of the local economy; (2) Absorbing labor; (3) Facilities for poverty alleviation; and (4) MSME as an equal distribution of the economy of the small people.














Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah pada dasarnya menitikberatkan pada penguatan kapasitas lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menciptakan sentra pembangunan produk unggulan daerah sesuai dengan kultur dan potensi wilayah yang dimiliki. Dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, pembangunan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan pembangunan (reoptimalisasi, revitalisasi dan reaktualisasi) UMKM yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan.
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha di Pangkalpinang dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan. Perekonomian kota Pangkalpinang tahun 2018 di dapat dari kontribusi terbesar di sektor perdagangan besar, eceran dan industry pengolahan yaitu masing masing 27,81 % dan 15,79 %.  Walaupun terjadi peningkatan, namun pertumbuhannya melambat dari tahun 2016 sampai 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Sumber : BPS Pangkalpinang, 2019

Gambar 1. Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Kerja Kota Pangkalpinang

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Pertumbuhan UMKM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 50.042. Sementara pertumbuhan negatif juga terjadi pada beberapa Kabupaten khususnya pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang, masing-masing sebesar 18.239 dan 7.308. Jika dilihat dari data diatas, penurunan justru terjadi di wilayah yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan pendidikan tinggi yang ada di provinsi Bangka Belitung. Akses yang begitu mudah terhadap segala hal justru membuat pertumbuhan di dua kabupaten/kota tersebut menurun.


















Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM, rasio kewirausahaan Bangka Belitung sebesar 1,91%. Angka ini sangat kecil dari yang diharapkan dalam sebuah pembangunan ekonomi rakyat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Dinas UMKM dan Koperasi baik kabupaten/kota maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pekerjaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat ini, utamanya pertumbuhan UMKM haruslah saling terkait setiap pihak dan bisa berkoordinasi dalam menjalankan kegiatan dan program kerja yang sudah direncanakan. 
Beberapa identifikasi masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi antara lain; Kekurangan SDM dan aparat pembina yang membidangi UMKM dan Koperasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Rendahnya perspektif pimpinan instansi pemerintah dan dunia usaha mengenai pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Adanya perspektif seolah–olah pemberdayaan KUMKM semata-mata urusan Kementerian Koperasi dan UKM; Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam mengakses program – program strategis Kementerian Koperasi dan UKM.




Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM  mempunyai peran yang cukup dalam menunjang pembangunan dan petumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian kriteria usaha kecil. Kriteria UMKM berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria UMKM

Sumber : UU No.20 tahun 2008

Berikut adalah ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, (dalam situmorang, 2003:5) :
1.	Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis.
2.	Struktur organisasinya bersifat sederhana.
3.	Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
4.	Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
5.	Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
6.	Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
7.	Marjin keuntungan sangat tipis.
8.	Kemampuan pasar serta diverifikasi pasar cenderung terbatas.
9.	Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer manajer profesional. 
























Prinsip pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dalam pasal 4, yaitu
1.	Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirusahaan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 
2.	Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3.	Pengembangan usaha berbasis poteni daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan menengah;
4.	Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan menengah ; dan (5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu. 
Tujuan dari pemberdayaan UMKM tersebut yang tercantum dalam pasal 5 adalah
1.	Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan,
2.	Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,
3.	Meningkatkan peran Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakayat dari kemiskinan.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem  ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang budaya. (Prof. Dr.Mubyarto, 2002, dalam Wahyu Bhudianto, 2012)
Dasar paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial antara lain:
1.	Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi
2.	Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multicultural
3.	Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Pemberdayaan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari istilah empowerment yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua kecendrungan yaitu primer dan sekunder. Kecendrungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.

METODE PENELITIAN





Kontribusi UMKM sangatlah besar pada penguatan pilar ekonomi suatu daerah, bahkan pada saat krisis ekonomi 1998 di Indonesia, UMKM mampu bertahan dari goncangan perekonomian dunia yang mengalami krisis. Keberadaan UMKM sangatlah di dukung pemerintah, karena UMKM merupakan bentuk dari sistem ekonomi kerakyatan. Undang-Undang Dasar pasal 33 menjadi landasan utama sistem ekonomi rakyat menekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui UMKM. 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat berperan dalam perekonomian kota Pangkalpinang. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan-penguatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat seperti UMKM. Penguatan-penguatan UMKM dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi produk unggulan di kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan di kota Pangkalpinang. Pangkalpinang memiliki 7 kecamatan, yaitu: Bukit intan, tamansari, pangkalbalam, rangkui, gerunggang, gabek dan girimaya. Disetiap kecamatan memiliki jumlah umkm yang beragam, yang terbagi dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah. 




Sumber: Data Diolah (2019)












Tabel 3. Data Sebaran UMKM Kota Pangkalpinang

Sumber: DisperindagKop dan UMKM Kota Pangkalpinang (2019)

Data diatas menunjukkan di sektor internet mengalami peningkatan jumlah pelaku UMKM, yaitu sebesar 14.71%. sementara peningkatan yang terendah pada sector lainnya yaitu sebesar 11,59%. Banyaknya masyarakat yang membuka layanan terkait internet sangat signifikan jumlahnya. Secara umum pelaku UMKM kota pangkalpinang berdasarkan data dari DisperindagKop dan UMKM Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan. Hal ini menjadi positif karena peningkatan ini berarti ekonomi rakyat semakin baik. Banyak masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran membuka lapangan kerja aru dengan menjadi pengusaha UMKM. Peran UMKM sebagai motor ekonomi rakyat di kota pangkalpinang sangat besar. Setidaknya terdapat 4 peran UMKM di kota Pangkalpinang :
a.	UMKM sebagai pemain penting dalam pengembangan  ekonomi lokal.
Sebagai daerah kepulauan kegiatan ekonomi masyarakat Pangkalpinang banyak bertumpu pada pelaku UMKM lokal. Masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dengan mengupayakan sendiri, walaupun masih banyak yang dipasok dari luar pulau. Dengan tuntutan itu, sehingga masyarakat tergerak untuk terus mengembangkan UMKM sebagai salah satu mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. UMKM 
b.	UMKM sebagai penyerap tenaga kerja. 
Dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat Pangkalpinang, dan susahnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), membuat masyarakat memilih alternative untuk menjadi wirausaha dan menjalankan usaha UMKM nya sebagai mata pencaharian. UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut data pegangguran di pangkalpinang :


Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 3. Tingkat Pengangguran Kota Pangkalpinang

Dari data diatas, jumlag pengangguran kota Pangkalpinang semakin menurun sejak tahun 2016 sampai 2018 yaitu dari 10,64% menjadi 4,7%, walaupun sejak tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2018.
c.	UMKM sebagai sarana pengentas kemiskinan.




Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 4. Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Pangkalpinang

Dari gambar diatas dapat dilihat fluktuasi persentase kemiskinan di Kota pangkalpinang. UMKM cukup berperan dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan diKota Pangkalpinang. 

d.	UMKM sebagai pemerataan perekonomian rakyat kecil
Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2013 hingga 2017 cenderung fluktuatif, yaitu pada dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan   dari   6,11%   menjadi   4,27%,   namun  pada  tahun  2016   mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,17% dan di tahun 2017 berada di angka 5,19 %. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relevan dengan Nasional yang terus mengalami nilai yang fluktuatif, berbeda dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan pada periode tahun yang sama.


Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 5. Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional tahun 2013-2017 (%)

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang sebesar 5,19% berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,51%) dan Nasional (5,07%). Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar yang terdapat di Prov. Kep. Bangka Belitung pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2017 menempati posisi tertinggi.

Berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di provinsi kepulauan Bangka Belitung, kota pangkalpinang tidak memiliki lahan pertambangan yang menjadi andalan masyarakat Bangka Belitung. Rata-rata masyarakat pulau Bangka masih berharap pada pekerjaan  tambang inkonvensional (TI). Karena tidak memiliki area pertambangan, kecenderungan masyarakat pangkalpinang bekerja sebagai pelaku umkm diberbagai sector. Potensi kota pangkalpinang sebagai pusat industry dan perdagangan provinsi kepulauan Bangka Belitung menjdi peluang bagi masyarakat pangkalpinang untuk mengembangkan usahanya. Dengan dukungan pemerintah berbagai pihak yang terkait usaha UMKM kota pangkalpinang dapat diberdayakan seoptimal mungkin.
Dalam buku profil kota pangkalpinang tahun 2016, dikatakan bahwa terdapat beberapa potensi kota pangkalpinang yang setidaknya dapat dimanfaat oleh pelaku UMKM untuk mengoptimalkan usahanya, yaitu : pangkalpinang sebagai pusat pelayanan kegiatan social dan ekonomi, dimana pusat pemerintahan provinsi kepulauan Bangka Belitung berada di Pangkalpinang ; Pangkalpinang sebagai pintu gerbang dari provinsi bangba Belitung terutama sector pariwisata; terletak diwilayah perairan dengan potensi perikanan yang tinggi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk usaha pengolahan perikanan. Namun, peran UMKM kota pangkalpinang secara umum terhadap perekonomian kota pangkalpinang belum optimal. Masih kurangnya kompetensi SDM menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM. 

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peran UMKM di kota Pangkalpinang diantaranya yaitu: (1) Pemain penting dalam pengembangangan ekonomi lokal; (2) Penyerap tenaga kerja; (3) Sarana pengentas kemiskinan; serta (4) UMKM sebagai pemerataan perekonomian rakyat kecil. Saran penelitian yang dapat disampaikan kepada pemerintah kota Pangkalpinang yaitu untuk meningkatkan kinerja UMKM kota dengan mengekploitasi peluang yang dapat ditangkap mengingat belum optimalnya usaha yang dilakukan, serta dapat memberikan program-program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. 
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